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Abstrak 

 

Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Semarang pada tahun 2015 

diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, dengan adanya 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian 

perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam 

menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Negeri Semarang. Proses mediasi 

perceraian di Pengadilan Negeri Semarang bahwa mediasi yang dilakukan di belum efektif, hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan mediasi yaitu faktor kepatuhan 

masyarakat yang masih rendah serta budaya masyarakat yang menimbulkan tingkat keberhasilan 

mediasi tergolong rendah hanya berkisar 4-10%. Adanya perubahan PERMA No.1 Tahun 2016 

belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian. Upaya yang dilakukan 

oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan 

mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya 

perdamaian. Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat 

dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di 

Pengadilan Negeri Semarang.  

 

Kata Kunci: Mediasi, Efektif, Tingkat Keberhasilan, Pengadilan Negeri 

 

Abstract 

 

The new regulation of Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 about mediation  

described the reasons why the mediation is not effective yet as a solution method in divorce cases, 

and then the solution can be found and the mediation will be more effective to solve the problem of 

divorce cases, in particular at the district court of Semarang. This research use juridical empirical 

method and use qualitative analysis with data collection technique through interview with the 

judge from the courthouse of Semarang and use method of literature review with gathering books, 

regulations, and other literature that related to this research. Based on the result of this research 

can be concluded that the mediation process of divorce case in the district court of Semarang that 

first the Mediation in the district Court of semarang  is not effective yet, because there is some 

Problem due to the Lack of Obedience from the people and the culture that create very few number 

of Mediation success around 4-10%. Although PERMA No.1 tahun 2016 is changed, it cannot 

affect the subject to revoke their divorce Case. Second, the effort from the judge to overcome the 

obstacles from the disputants  has not been able to create an effective mediation, this is due to the 

fact that the disputants do not want to revoke their divorce case. The Mediation process is 

ineffective can be seen from the low number of success Mediation, along 4-10% in the district 

Court of Semarang. 
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I. PENDAHULUAN 

Mediasi merupakan salah satu 

instrumen efektif penyelesaian 

sengketa non-litigasi yang memiliki 

banyak manfaat dan keuntungan. 

Manfaat dan keuntungan 

menggunakan jalur Mediasi antara 

lain adalah bahwa sengketa dapat 
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diselesaikan dengan win-win 

solution, waktu yang digunakan tidak    

berkepanjangan, biaya lebih ringan, 

tetap terpeliharanya hubungan antara 

dua orang yang bersengketa dan 

terhindarkannya persoalan mereka 

dari publikasi yang berlebihan. 

Mediasi tidak hanya bermanfaat 

bagi para pihak yang bersengketa, 

melainkan juga memberikan 

beberapa manfaat bagi dunia 

peradilan. Mediasi mengurangi 

kemungkinan menumpuknya jumlah 

perkara yang diajukan ke Pengadilan. 

Banyaknya penyelesaian perkara 

melalui Mediasi, dengan sendirinya 

akan mengurangi penumpukan 

perkara di Pengadilan. Sedikitnya 

jumlah perkara yang diajukan ke 

Pengadilan akan memudahkan 

pengawasan apabila terjadi 

kelambatan atau kesengajaan untuk 

melambatkan pemeriksaan suatu 

perkara untuk suatu tujuan tertentu 

yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya 

jumlah perkara yang diajukan ke 

Pengadilan tersebut juga akan 

membuat pemeriksaan perkara di 

Pengadilan berjalan cepat. 

Persoalan dalam perkara 

perceraian adalah jika para pihak 

yang berperkara tidak mempunyai 

keinginan atau kemauan untuk 

melakukan mediasi, hal itu akan 

menyebabkan keadaan atau situasi 

yang tidak efektif terhadap keharusan 

melakukan Mediasi. Akan tetapi, 

secara mendasar perlu dipahami 

bahwa kemampuan para pihak 

melihat sebuah alternatif dalam 

menyelesaikan perkara yang 

dihadapi biasanya terbatas, sehingga 

perlu didorong untuk dapat melihat 

dan mengetahui cara-cara yang tidak 

terpikirkan dan terbayangkan 

sebelumnya.  

Proses memberikan pemahaman 

terhadap manfaat penyelesaian 

perkara melalui mediasi harus 

dilakukan terlebih dahulu secara 

maksimal, sehingga masyarakat 

mendapatkan pemahaman dan 

pengetahuan akan pentingnya proses 

penyelesaian perkara melalui mediasi 

salah satu nya dengan cara 

sosialisasi. Mediasi jika diterapkan 

dengan efektif tentu sangat 

menguntungkan bagi para pihak yang 

bersengketa atau berselisih, terutama 

dalam perkara perceraian, karena 

dengan terwujudnya hal tersebut 

maka lembaga peradilan secara tidak 

langsung juga membantu dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan yang 

sakinah, mawaddah, warahmah, 

serta kekal. 

Observasi awal yang dilakukan 

peneliti menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan Mediasi di bawah 5% - 

10%. Alasan melakukan perceraian 

yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf 

F, paling sering terjadi pertengkaran 

terus-menerus sehingga tidak dapat 

di harapkan lagi rumah tangga hidup 

rukun. Kendala-kendala yang 

dihadapi dalam Mediasi lebih ke 

pihaknya karena di wakili oleh kuasa 

hukumnya jadi mereka sulit untuk 

dihadirkan maka hal itu dirasa 

menghambat proses Mediasi. Tolak 

ukur efektif  yang dijadikan pedoman 

dalam Mediasi yaitu efektif kalau 

ukuran waktu tidak melampaui 30 

hari.
1 

Informasi dan data-data yang 

penulis dapatkan dari Pengadilan 

                                                           
1
 Winarno, S.H., M.H (Hakim), Kantor 

Pengadilan Negeri Semarang, Kamis 10 

Desember 2015 
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Negeri Semarang, diketahui bahwa 

perkara perceraian yang berakhir 

damai masih sangat sedikit, sehingga 

patut diuraikan alasan-alasan 

mengapa Mediasi masih belum 

efektif sebagai metode penyelesaian 

perkara perceraian, sehingga 

kemudian dapat ditemukan solusi 

agar Mediasi lebih efektif dalam 

menyelesaikan perkara perceraian 

khususnya di Pengadilan Negeri 

Semarang. Berdasarkan uraian di 

atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih 

mendalam guna menyusun skripsi 

dengan judul “EFEKTIVITAS 

MEDIASI DALAM PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN 

NEGERI SEMARANG”. 
 

II. METODE 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Pengadilan Negeri Semarang, Kota 

Semarang, Jawa Tengah. 

B. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang meneliti data 

sekunder terlebih dahulu, lalu data 

primer di lapangan. Data sekunder 

yaitu landasan teoritis berupa 

pendapat para ahli, sedangkan data 

primer yaitu data hasil dari penelitian 

lapangan berupa hasil wawancara. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini, sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan, yaitu 

pengumpulan data dengan 

mencari teori, pendapat atau 

penemuan yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan 

seperti perundang-undangan, 

karya ilmiah dan lain-lain. 

2. Wawancara, yaitu pengumpulan 

data dengan tanya jawab secara 

lisan dengan Hakim yang terkait 

dalam proses Mediasi. 

D. Penyajian Data 

Semua data yang diperoleh 

selanjutnya akan diolah dengan cara 

memilah-milah data yang relevan 

dan tidak dengan permasalahan yang 

diteliti dan kemudian menyusunnya 

ke dalam bentuk uraian yang 

sistematis berupa karya ilmiah akhir 

atau skripsi. 

E. Analisis Data 
Sebagai cara untuk menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah terkumpul, akan digunakan 

metode analisis, sebagai berikut: 

1. Analisis normatif karena 

penelitian ini bertolak dari 

peraturan perundang-undangan 

yang ada sebagai hukum positif. 

2. Analisis kualitatif yaitu metode 

yang menggunakan deskriptif 

analitis. Data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan dan 

penelitian kepustakaan 

kemudian dianalisis secara 

sistematis, untuk disajikan dalam 

bentuk uraian guna mencari 

kejelasan terhadap masalah yang 

dibahas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Mediasi dalam 

Perkara Perceraian 

1. Analisis Efektivitas Mediasi  

Teori efektivitas hukum 

ditentukan oleh lima faktor yaitu 

undang-undang, pegawai hukum 

pengadilan, sarana dan fasilitas yang 

mendukung pengegakan hukum, 

masyarakat dan kebudayaan yang 

berkembang (Soekanto, 2007). 
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Kelima faktor keberhasilan mediasi 

dijadikan sebagai alat ukur 

efektivitas atau tidaknya mediasi. 

Berikut analisa efektivitas mediasi: 

1. Tinjauan Yuridis Perma No. 1 

Tahun 2016. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan. Dengan ditetapkannya 

Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (PERMA) 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

telah terjadi perubahan fundamental 

dalam praktek peradilan di 

Indonesia.  

Mediasi sebagai upaya untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang 

berperkara bukan hanya penting, 

tetapi harus dilakukan sebelum 

perkaranya diperiksa. Upaya 

perdamaian bukan hanya formalitas, 

tetapi harus dilakukan dengan 

sungguh-sungguh agar permasalahan 

antara kedua belah pihak dapat 

menemui titik temu. Dengan Perma 

No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib 

ditempuh sebagai salah satu tahapan 

dalam proses berperkara 

dilingkungan peradilan umum dan 

peradilan agama. Pelaksanaan 

mediasi disini harus dilihat sebagai 

pelaksanaan dari ketentuan HIR dan 

RBG, sehingga kalau prosedur 

PERMA tidak diikuti berarti 

merupakan RBG. Sanksi hukumnya 

adalah pemeriksaan demi hukum 

atau Nietigbaar , artinya dianggap 

tidak pernah ada pemeriksaan dan 

putusan perkara (Komariah, 2008).  

Setiap pemeriksaan perkara 

perdata di pengadilan harus 

diupayakan perdamaian dan mediasi 

sendiri merupakan kepanjangan 

upaya perdamaian.
2
 Mediasi akan 

menjembatani para pihak dalam 

menyelesaikan masalah yang buntu 

agar mencapai/memperoleh solusi 

terbaik bagi mereka.
3
 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan ada daya 

paksa bagi masyarakat. Landasan 

yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 

2016 adalah peraturan perundang-

undangan, sehingga diakui 

keberadaannya dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. PERMA 

merupakan pelengkap peraturan 

perundang-undangan yang telah ada. 

Sehingga bertujuan mengisi 

kekosongan hukum. Penerbitan 

PERMA tidak bertentangan dengan 

hukum dan aturan perundang-

undangan. 

2. Kualifikasi Mediator 

Keberhasilan mediasi juga bisa 

di lihat dari efektivitas pelaksanaan 

mediasi yang bertumpu pada 

profesionalitas hakim mediator 

dalam melaksanakan proses mediasi 

(keahlian di bidang hukum formil 

dan materiil, dan juga keahlian di 

bidang psikologis), hakim mediator 

harus bersertifikat, adanya substansi 

hukum atau peraturan yang jelas dan 

terperinci untuk mengupayakan 

damai dengan sungguh-sungguh. 

                                                           
2
 Wawancara dengan Hakim Suranto dan 

Hakim Eka Suharta, Hakim  Mediator 

Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah 

pada tanggal  22 September 2016 dan 15 

Desember 2015. 

3
 Wawancara dengan Hakim Eddy Parulian, 

Hakim  Mediator Pengadilan Negeri 

Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 

September 2016. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/


DIPONEGORO LAW JOURNAL 

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 

Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ 
 

5 

 

Seluruh hakim mediator harus 

memiliki sertifikat mediator untuk 

meyakinkan bahwa mediator tersebut 

mempunyai ketrampilan dan 

kemampuan untuk menyelesaikan 

perkara dengan teknik yang baik dan 

efektif serta mediasi dapat berhasil.
4
  

Seluruh hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Semarang 

bersertifikat mediator sehingga 

tingkat keberhasilan akan mediasi 

dapat meningkat. Hakim yang 

melaksanakan fungsi mediator dan 

telah bersertifikat cenderung 

memiliki tingkat keberhasilan yang 

lebih dibandingkan dengan hakim 

yang melaksanakan fungsi mediator 

tidak memiliki sertifikat. Namun, 

pelatihan mediator bagi para hakim 

yang menjalankan fungsi mediator 

bukan satu-satunya jalan 

keberhasilan mediasi di pengadilan, 

karena tingkat keberhasilan mungkin 

tidak terpaut jauh dengan hakim 

yang telah bersertifikat. Hakim yang 

telah bersertifikat pun belum tentu 

mampu menggapai angka 

keberhasilan mediasi yang cukup 

tinggi, tetapi pelatihan harus tetap 

diberikan kepada semua hakim yang 

mejalankan fungsi mediator. 

3. Fasilitas dan Sarana 

Ruang mediasi di Pengadilan 

Negeri Semarang hanya ada 1 ruang 

yang berukuran sekitar 6 x 9 m, di 

dalamnya hanya ada 1 buah meja 

panjang yang letaknya ditengah dan 

terdapat kursi lipat dengan jumlah 

sesuai yang dibutuhkan pada saat 

mediasi berlangsung. Dalam ruang 

tersebut dilakukan hanya 1 kali 

                                                           
4
 Wawancara dengan Hakim Winarno, 

Hakim  Mediator Pengadilan Negeri 

Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 10 

Desember 2015. 

proses mediasi, harus bergantian 

perkara satu dengan perkara yang 

lain. 

Fasilitas dalam pengadilan 

Negeri Semarang kurang ideal bagi 

proses mediasi dikarenakan ruang 

yang tersedia hanya 1 (satu) tidak 

sebanding dengan jumlah orang yang 

akan melakukan mediasi dan fasilitas 

pendukung yang kurang yaitu 

proyektor dan ketersediaan air 

minum. 

4. Kepatuhan Masyarakat 

Mengenai kepatuhan masyarakat 

mengenai perilaku dan sikap para 

pihak selama proses mediasi, yakni 

seringkali salah satu atau kedua 

pihak merasa paling benar (egois), 

sebelum para pihak memasuki 

pemeriksaan perkara sering kali 

mereka sudah bersepakat untuk 

bercerai, komunikasi para pihak yang 

sudah lama terputus, sikap para pihak 

yang kooperatif sehingga proses 

mediasi cepat selesai dan dapat 

dilanjutkan proses persidangan. 

5. Kebudayaan 

Angka perceraian di Semarang 

yang terdaftar di Pengadilan Negeri 

Semarang selalu meningkat. Banyak 

hal yang menyebabkan terjadinya 

persoalan tersebut. Berikut faktor-

faktor penyebab perceraian secara 

umum yang terjadi di wilayah 

Semarang pada tahun 2010. 
Diagram 1. Faktor Penyebab Perceraian 
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Tabel 1. Data Penyebab Cerai 

 
 

Kenaikan angka putusnya 

perkawinan tiap tahunnya dapat 

terjadi akibat perubahan-perubahan 

sosial dalam masyarakat (Goode, 

2007). Tingginya tingkat perceraian 

di Semarang di dominasi oleh faktor 

meninggakan kewajiban. 

Meninggalkan kewajiban ini 

disebabkan salah satu pihak tidak 

bertanggung jawab akan 

kewajibannya selama menjalani 

ikatan perkawinan, seperti nafkah 

baik lahir maupun batin. Menurut 

data Litbang 2016, setidaknya ada 

empat alasan utama pasangan di 

Indonesia bercerai, antara lain 

hubungan sudah tidak harmonis, 

tidak ada tanggung jawab, khususnya 

terhadap anak, kehadiran pihak 

ketiga dan persoalan ekonomi. 

 

2. Tingkat Keberhasilan 

Mediasi 
Tabel 2. Laporan Pemberdayaan Lembaga 

Perdamaian Pengadilan Negeri Semarang 

Tahun 2015. 

 
Sumber: Data primer gugatan perceraian di 

PN Semarang, 2016. 

 

Presentase perkara perceraian 

yang berhasil di mediasi pada tahun 

2015 sebagai berikut: 

 

     
     x  100%  = 

      x 100 % 

      = 2,21 % 

 

 Maka dapat diketahui bahwa 

perkara perceraian yang berhasil 

dimediasi pada Pengadilan Negeri 

Semarang selama tahun 2015 adalah 

sebesar 2,21 % dari semua perkara 

perceraian yang diputus dari bulan 

Januari sampai dengan bulan 

Desember. 

  
Tabel 3. Laporan Pemberdayaan Lembaga 

Perdamaian Pengadilan Negeri Semarang 

Tahun 2016. 

 
Sumber: Data primer gugatan  perceraian PN 

Semarang, 2016. 

 

Presentase perkara perceraian 

yang berhasil di mediasi pada tahun 

2016 pada bulan Januari sampai 

dengan bulan September sebagai 

berikut: 

 

       
     x  100%  =  

     x 100% 

          = 4,65 % 

 

Maka dapat diketahui bahwa 

perkara perceraian yang berhasil di 

mediasi pada Pengadilan Negeri 

Semarang tahun 2016 pada bulan 

Januari sampai September adalah 

sebesar 4,65 % dari perkara yang 
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sudah diputus pada bulan Januari 

sampai dengan bulan September.   

 Dari hasil perhitungan tingkat 

keberhasilan proses mediasi tahun 

2015 dan 2016 dapat disimpulkan 

bahwa prosentase keberhasilan 

mediasi masih berada dibawah rata-

rata dan masih digolongkan dalam 

tingkat rendah. Selisih antara 

keduanya juga cukup tipis tidak beda 

terlalu jauh. Namun, prosentase 

tingkat keberhasilan pada tahun 2016 

ini dapat berubah, karena presentase 

yang dihitung tersebut belum 

keseluruhannya.  

Adanya perubahan Peraturan 

Mahkamah Agung tidak dapat 

mempengaruhi atau merubah prinsip 

para pihak perkara untuk tetap 

bercerai, sehingga hal-hal 

penghambat proses mediasi membuat 

tingkat keberhasilan dalam mediasi 

ini menduduki tingkat yang rendah. 

Hal-hal penghambat dalam proses 

mediasi yang terdapat pada para 

pihak ini harus dapat ditangani 

dengan sebaik mungkin sehingga 

dapat meningkatkan angka 

prosentase keberhasilan dalam proses 

mediasi. Dalam hal ini yang berperan 

dalam hal tersebut adalah seorang 

mediator. mediator harus berpandai-

pandai dalam  mengatasi masalah 

atau hambatan yang dapat 

menghambat keberhasilan mediasi 

saat proses mediasi berlangsung.  

3. Faktor Pendukung dan 

Penghambat Keberhasilan Mediasi 

Keberhasilan atau kegagalan 

mediasi sangat dipengaruhi faktor-

faktor pendukung dan penghambat 

selama proses mediasi. Berikut 

faktor-faktor pendukung 

keberhasilan mediasi: 

a. Kemampuan mediator, 

kegigihan mediator untuk 

merealisasikan keberhasilan mediasi 

dan kemampuan atau skill dan 

penguasaan mediator terhadap teknik 

mediasi. 

b. Faktor sosiologis dan psikologis, 

yang bergantung pada rasa 

ketidaknyamanan. 

c. Moral dan kerohanian. 

d. Iktikad baik para pihak, iktikad 

baik untuk mengakhiri sengketa 

melalui mediasi dan para pihak 

memiliki kesadaran untuk berdamai 

dan menyadari kekeliruannya. 

 

Faktor penghambat keberhasilan 

mediasi, sebagai berikut: 

a. Keinginan kuat untuk bercerai 

b. Sudah terjadi konflik yang 

berkepanjangan 

c. Faktor psikologi atau kejiwaan 

 

B. Upaya Hakim Menghadapi 

Hambatan dalam Proses 

Mediasi Perkara Perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang  
Hasil pencapaian mediasi yang 

relatif kecil memperlihatkan kepada 

kita bahwa masyarakat pencari 

keadilan jauh lebih banyak 

menggunakan acara pemeriksaan 

biasa (litigasi) dibanding dengan 

mengakhiri perkara dengan cara 

rukun atau damai (mediasi) yang 

berimplikasi pada pencabutan 

gugatan atau permohonan perceraian. 

Banyak kendala-kendala atau 

hambatan yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan mediasi dalam 

perkara perceraian. 

Upaya hakim mediator untuk 

mengatasi hambatan tersebut adalah 

mediator kembali memberi 

pandangan-pandangan kepada para 

pihak tentang manfaat yang dapat 

diperoleh dari adanya mediasi, 

menyarankan kepada kuasa hukum 
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agar para pihak prinsipal sendiri 

yang datang pada saat mediasi. 

Hakim tetap menghimbau kepada 

para pihak bahwa walaupun mediasi 

awal gagal namun peluang damai 

masih tetap ada, mediator tetap 

berusaha untuk mencegah terjadinya 

perceraian yaitu dengan ditunda 

persidangan mediasi, dan kemudian 

di sidang mediasi selanjutnya 

mendengar keinginan dari kedua 

belah pihak. Apabila tetap ingin 

bercerai maka proses mediasi tidak 

berhasil. Jika pada saat mediasi 

perceraian para pihak tidak hadir 

meskipun sudah dipanggil dua kali 

secara patut mediasi akan dinyatakan 

gagal, meskipun demikian hakim 

mediator akan tetap membuat berita 

acara bahwa mediasi perceraian telah 

dilaksanakan agar putusan tersebut 

tidak batal pada tingkat banding.  

Masalah atau hambatan yang 

dihadapi oleh hakim semuanya 

berasal dari individu para pihak 

sendiri. Seorang hakim mediator 

harus bisa menangani semua hal 

yang menjadi faktor penghambat 

perdamaian antara kedua belah 

pihak, harus bisa menanggapi/ 

menyikapi masalah yang kedua belah 

pihak hadapi. Hakim mediator harus 

adil dalam mengambil keputusan, 

agar kedua belah pihak tidak merasa 

dirugikan satu sama lain.  

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

efektifitas mediasi dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Negeri 

Semarang, penulis menyimpulkan 

bahwa:  

1. Mediasi yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang ini 

dapat dikategorikan belum 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

faktor yang mempengaruhi 

tingkat efektivitas mediasi, salah 

satu faktor penyebab 

ketidakefektifan adalah faktor 

kepatuhan masyarakat dalam 

menjalani proses mediasi. 

Faktor-faktor penyebab tersebut 

menimbulkan tingkat 

keberhasilan mediasi dalam 

perkara perceraian di Pengadilan 

Negeri Semarang masih 

tergolong sangat rendah yang 

hanya berkisar 4-10%. Tingkat 

keberhasilan mediasi antara 

tahun 2015 dengan 2016 tidak 

berbeda jauh, hal ini berarti 

perubahan Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2016 belum 

dapat mempengaruhi para pihak 

untuk tidak melanjutkan 

perceraiannya. 

2. Faktor penghambat dalam proses 

mediasi yang diupayakan oleh 

Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang dalam mengatasi 

hambatan-hambatan dalam 

proses mediasi belum mampu 

untuk menciptakan mediasi yang 

efektif, hal ini dikarenakan 

faktor para pihak sendiri yang 

memang tidak mau adanya 

perdamaian.  
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